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KEPALA DESA WRINGINPITU 
KABUPATEN JOMBANG 

 

PERATURAN KEPALA DESA WRINGINPITU 

NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA SUKA,  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 

WRINGINPITU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala 
Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2025; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6995); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091) ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2092) ; 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44  Tahun 2016 tentang Kewenangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
89); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peratuan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2002 tentang Pengelolaan 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan 
dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); 

11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 868); 

12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 
Penggunaan Dana Desa  Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1000); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala 

Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 
Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2018 Nomor 12/D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13/A); 

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian 
Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2014 Nomor 2/E); 

17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan 
Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 

16/E );  
18. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah 

Bengkok di Kabupaten Jombang ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2018 Nomor 10/E ); 

19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 
42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 
89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E); 

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E); 

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 ( Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A); 

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( 
Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/A); 



23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan 
Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa 
Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 
Nomor 72/E); 

24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan 
Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 ( Berita 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 5/E)  

25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 
2/D ); 

26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ( 
Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 3/D ); 

27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa 
WRINGINPITU Tahun 2019 Nomor 2/E); 

28. Peraturan Desa Nomor  2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa WRINGINPITU. Tahun  2020  -   2025. ( Lembaran 
Desa WRINGINPITU Tahun 2020 Nomor 2/E ); 

29. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Desa WRINGINPITU Tahun 2025 ( Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 

Nomor 4/E ). 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA DESA WRINGINPITU TENTANG PERUBAHAN 

PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 

2025 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025,  terdiri dari: 

Pendapatan                             Rp.1.902.414.578,00 

Belanja Desa 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa        Rp. 672.927.042,10 

Bidang Pelakasanaan Pembangunan  Desa        Rp. 926.952.734,72 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                Rp.   46.050.000 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat         Rp.   58.230.000   

Bidang Penanggulangan Bencana,         Rp. 153.200.000 

Darurat dan Mendesa Desa 

Jumlah Belanja            Rp1.857.359.776,82 

 

Surplus/Defisit            Rp.  ( 54.945.198,82)   

                                       =============== 

Pembiayaan Desa 

Penerimaan Pembiayaan          Rp.   54.945.198,82 

Pengeluaran Pembiayaan          Rp. 100.000.000 

Selisih Pembiayaan ( a – b )          Rp. (45.054.801,18)   

                         =============== 

 



 

 

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini 

berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB). 

 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala 

Desa ini dalam Berita Desa WRINGINPITU oleh Sekretaris Desa. 

 

Ditetapkan di WRINGINPITU 

pada tanggal 18 Maret 2025 

 
KEPALA DESA WRINGINPITU  

  

 

          AHMAD YANI 

Diundangkan di WRINGINPITU 

pada tanggal  18 Maret 2025 
 

SEKRETARIS DESA WRINGINPITU 

 

 

 

SRI HADI WAHYUNI 

BERITA DESA WRINGINPITU TAHUN 2025 NOMOR  1 

 

 

 

 


